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b. bahwa bcrdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, pcrlu menetapkan Peraturan 
Wali Kota Cimahi tentang Penataan dan Pcmcrataan 
Guru Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 
Dacrah Kota Cimahi; 

: a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Bersama 
Menteri Pendidikan, Menteri Negara Pendayagunaan 

• Aparatur Negara Dan Rcformasi Birokrasi, Menteri 

Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Agama Nomor 

05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/M.PAN-RB/ 10/2011, 
Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158/PMK.01/2011, 
Nomor 11 Tahun 2011 ten tang Penataan Dan 
Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil, maka penaiaan 
dun pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil antar satuan 
pcndidikan, antar jcnjang, dan antar jenis pendidikan 
diselenggarakan oleh Pernerintah Kota yang kelebihan 
dan kekurangan guru Pegawai Negeri Sipil; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALi KOTA CIMAHI, 

PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU 
PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 
KOTACIMAHI 

TENT ANG 

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI 

NOMOR 20TAHUN 2017 

TAHUN 2017 NOMOR 

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI 

Menimbang 



... 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

'-< ,· 

'-· 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Repuhlik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4116); 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lcmba:ran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 

Dan Dasen (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4586); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Repu blik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Repu blik 

< 

Mcngingat 



... 

Nornor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4941); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, 
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 
tentang Pengclolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5157); 

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 Lentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 

tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tarnbahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 
Wewenang Pengangkatan, Pernindahan, dan 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Rcpublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan 
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4263) 
sebagaimana telah diubah dcngan Peraturan 
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 
tentang Wewenang Pengangkatan, Pernindahan, dan 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 
9. Pcraturan Pernerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang 

Guru [Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tah un 2008 . 

Peraturan sebagaimana telah diubah dengan 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang 
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) 



: PERATURAN WALi KOTA TENTANG PENATAAN DAN 
PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI. 

MEMUTUSKAN : 

tentang Penataan Dan Pemcrataan Guru Pegawai Negeri 
Sipil; 

17. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 
tentang Pcnyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah 
Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

12. Peraturan Menteri Penclidikan Nasional Nomor 22 Tahun 
2006 tcntang Standar lsi Pendidikan Dasar Dan 
Menengah; 

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 
2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan 
Kompetensi Guru; 

14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 
tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya; 

15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 
tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Pegawai Negeri 
Sipil untuk Daerah; 

16. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, 
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 
Reformasi Birokrasi, Mentcri Dalam Negeri, Menteri 
Keuangan, Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011, 
Nomor SPD/03/M.PANRB/ 10/2011, Nomor 48 Tahun 
2011, Nomor 158/PMK.01/2011, Nomor 11 Tahun 2011 

I 

Menetapkan 

·-- 



9. Guru mata pelajaran adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung 
jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran pada 
1 (satu) mata pclajaran tertentu pada satuan pendidikan formal, pada 
jenjang Sekolah Dasar, Sekalah Menengah Pcrtama, termasuk guru mata 
pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan, dan guru pendidikan 
agama. Guru muatan lokal ditentukan oleh masing-masing satuan 
pendidikan berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah. 

5. Satuan Pendidikan adalah Kelompok layanan pendidikan yang 
menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalarn setiap 
jenjang dan jenis pendidikan yang meliputi Sekolah Dasar, yang 
selanjutnya disingkat SD dan Sekolah Menengah Pertama, yang 
selanjutnya disingkat SMP. 

6. Guru adalah Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 
mengajar, membimbing, mengarahkan, mclatih, menilai, dan 
mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur 
pendidikan formal, pcndidikan dasar, dan pendidikan menengah. 

7. Penataan Guru Pega .. vai Negcri Sipil adalah Proses menata ulang agar 
rasio, kualifikasi akademik, distribusi.idan komposisi Guru Pegawai Negeri 
Sipil sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan. 

8. Guru kelas adalah Guru yang mempunyai tugas, tanggung jawa b, 
wcwenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran di kclas 
tenentu di SD dan satuan pendidikan formal yang sederajat. 

4. Dinas adalah Dinas Pcndidikan Daerah Kota Cimahi. 

3. Wali Kata adalah Wali Kata Cimahi. 

2. Pernerintah Daerah Kota adalah Wali Kata sebagai unsur pcnyelenggara 
pemerintahan daerah yang memimpin pclaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

1. Daerah Kota adalah Daerah Kata Cimahi. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 

---- 



BAB III 

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB 

Pasal 4 

(1) Wali Kota mcrnpunyai wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan 
penataan dan pemerataan guru Pegawai Negcri Sipil. 

(2) Pelaksanaan wewenang penataan sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) 
dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. 

Ruang lingkup pcnataan dan pernerataan guru Pegawai Negeri Sipil adalah 
guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru bimbingan dan konseling/konselor 
pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Dacrah. 

Pasal 3 • 

Pasal 2 

Peraturan Wali Kata ini bertujuan sebagai acuan bagi Pemcrintah Daerah Kata 
Cimahi untuk melaksanakan penataan dan pemerataan guru PNS antar 
satuan pendidikan, an tar jenjang, dan an tar jenis pendidikan. 

BAB II 

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 

13. Kelebihan Guru adalah Kondisi dimana jumlah guru yang ada lebih 
banyak dari yang dibutuhkan. 

11. Pemindahan Guru PNS adalah Proses penugasan guru antar satuan 
pendidikan, antar jenjang, antar jenis pendidikan, antar Kabupaten/Kota, 
dan antar Provinsi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan yang 

berdampak pada perubahan satuan adrninistrasi pangkal yang 
bersangkutan. 

12. Kekurangan Guru adalah Kondisi dimana jumlah guru yang ada leblh 

sedikit dari yang dibutuhkan. 

10. Guru Bimbingan dan konseling/konselor adalah guru yang mernpunyai 

tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam kegiatan 

bimbingan dan konseling terhadap sejumlah peserta didik satuan 
pcndidikan formal pada jenjang pendidikan sekolah menengah pertama. 



BABV1 

VERIFIKASI DATA GURU DAN ANALISIS KEBUTUHAN GURU SD DAN SMP 

DI SETIAP SATUAN PENDIDIKAN 

Pasal 6 

(1) Dinas Pendidikan bertanggungjawab dalam pelaksanaan verifikasi data 
guru dan analisis kcbutuhan guru SD dan SMP di setiap satuan pendidikan 

(2) Untuk melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat 
(1), Dinas Pendidikan membetuk tim yang terdiri dari: 
a. Unsur Dinas Pcndidikan; dan 
b. Unsur dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumbcr Daya 

Manusia Daerah. 
(3) Hasil vcrifikasi oleh tirn scbagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan 

kepada Kepala Dinas Pendidikan. 

BAB IV 

SOSIALISASI PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU 

Pasal 5 

( 1) Dinas Pendidikan bertanggungjawab dalam pelaksanaan sosialisasi program 
penataan dan pemerataan guru pegawai negeri sipil. 

(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan 
data kekuranganj'kelebihan guru per satuan pendidikan. 

(3) Dinas Pendidikan rncnerima data scbagaimana dimaksud ayat (2) setiap 
bulan, 

a. melakukan sosialisasi program penataan dan pcmerataan guru 
Pegawai Negeri Sipil; 

b. rnelakukan verifikasi data guru dan analisis kebutuhan guru SD dan 
SMP di setiap satuan pendidikan; 

c. penyediaan peta guru yang menginformasikan tentang kelebihan 
dan/ atau kekurangan guru Pegawai Negeri Sipil; 

d. penyediaan dana untuk kegiatan sosialisasi, vcrifikasi data, analisis 
kebutuhan, dan evaluasi serta biaya proses pemindahan guru Pegawai 
Negeri Sipil baik an tar satuan pendidikan maupun jenjang Pendidikan. 

(3) Wewenang dan tanggungjawab dimaksud pada ayat (1) adalah : 



, 

... 

BAB VIII 

PENDANAAN 

Pasal 9 

Pemerintah Daerah wajib menyediakan .dan mengalokasikan dana untuk 
kegiatan sosialisasi, verifikasi data, analisis kebutuhan, dan cvaluasi serta 
biaya proses pernindahan guru Pegawai Negeri Sipil baik antar satuan 
pendidikan maupun jcnjang Pcndidikan. 

BAB VII 

PEMINDAHAN GURU PNS ANTAR SATUAN PENDIDIKAN 

Pasal 8 

(1) Wali Kota melalui Dinas Pendidikan berwenang melakukan pemindahan 
guru PNS antar satuan pendidikan. 

(2) Pemindahan guru PNS ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, 

(3) Pcmindahan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai 
persyaratan berdasarkan peraturan pcrundang-undangan berlaku, 

BAB VI 

PENYEDIAAN PETA GURU 

Pasal 7 

(1) Dinas Pendidikan wajib menyediakan pcta guru. 
(2) Peta guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mcnginformasikan tentang 

kelebihan dan/atau kekurangan guru Pegawai Negeri Sipil. 
(3) Peta guru scbagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh berdasarkan 

laporan dari Satuan Pendidikan. 



SERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2017 NO MOR bb3 

SUDIARTO 

Ttd. 

WAKIL WALi KOTA CIMAHI, 

Ditetapkan di Cimahi 
pada tanggal 2 A9us.~~ 2o\ 7 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Wali Kata ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi. 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 11 

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 10 

Pelaksanaan penataan dan pemcrataan guru pegawai negeri sipil di Kota 
Cimahi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 


